
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/OIOS6" /KUM/2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

Menimbang:

Mengingat:

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan, Gubernur dapat mcmberikan keringanan, pembebasan 
dan insentif pajak;

b. bahwa sebagai upaya pertumbuhan ekonomi yaitu 
meningkatkan daya saing industri, mendukung sektor tertentu 
yang terdampak krisis, mendukung Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) dan mengurangi beban Wajib Pajak serta 
menjaga stabilitas ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan, 
perlu ditetapkan kebijakan Pemerintah Daerah terkait insentif 
perpajakan dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi 
dan sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur;

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lain Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundmig-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801);



3. Undang Undang Nomor 23 Tali tin 2014 tentang Pemerintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mcnjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6779);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6224);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);



12. Peratrn an Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Penyelcnggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Penyelcnggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintahan di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor I 57);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Tcknis Pengelolaan Kcuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

17. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 
Fungsi. dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2023 Nomor 12);



21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 
Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Keputusan Gubernur tentang Pcmberian Insentif Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2025.
KEDUA : Pemberian diskon atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

terutang yang jal uh tempo Tahun 2025 sebesar 25,00% (dua puluh 
lima persen) untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi 
berlaku dari tanggal 05 Januari sampai dengan 28 Juni 2025.

KETIGA : Pemberian insentif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan 
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemberian diskon atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) sebesar 16,67% (enam belas koma enam 
tujuh persen) dari tanggal 01 sampai dengan 04 Januari 2025; 
dan

2. Pemberian diskon atas Pokok Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB) sebesar 34,17% (tiga puluh empat koma 
tujuh betas persen) dari tanggal 05 Januari sampai dengan 28 
Juni 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal £02^

2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

di Banjarbaru.
4. Arsip.


